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ABSTRAK

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur Diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH). Diversi wajib dilakukan di setiap proses peradilan pidana anak oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum. 
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan untuk mengkaji ataupun menganalisis kebijakan Diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk merumuskan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Diversi di tingkat Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah Metode Yuridis Normatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan dokumen yang memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menjelaskan Konsep Diversi diwujudkan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai diversi bagi ABH di dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor : SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversi dalam menyelesaikan masalah ABH. Maka SOP Diversi tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.
Perlu dibentuk peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan tatacara pelaksanaan Diversi di setiap tingkatan, terutama di tingkat penuntutan. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga-lembaga sesuai amanat UU SPPA untuk pelaksanaan program Diversi. Perlu diatur mengenai pengawasan diversi yang lebih ketat dalam tiap tahapan penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 


Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan, Anak Yang Berkonflik / Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT


Handling of cases of children in conflict with the law that promotes the best interests of the child are still far from the expected, and issued Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children in which regulate diversions as responding to criminal acts committed by children in conflict with the law(ABH). Diversion must be done in any criminal proceedings the child by law enforcement officers, one of which is the public prosecutor.
This thesis aims to identify and to assess or analyze policy Diversion in order for the legal protection of the child pursuant criminal - Law Number 11 Year 2012 on Children and the Criminal Justice System to formulate the concept of Standard Operating Procedure (SOP) implementation at the level Prosecution Diversion against children in conflict with the law.
The method used in this thesis is normative method The data collection technique used is to study literature and documents that focus on secondary data consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary. Methods of data analysis is the method of qualitative analysis.
The research results explain that the concept of Diversion realized with the enactment of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children (SPPA) which contains provisions regarding diversion for ABH in Article 6 to Article 16 Diversion Restorative Justice is based on the principle that return conflict to those most affected by child actions. Diversion SOP importance in the prosecution of the Crime of Child Actors such as Article 7 of the SPPA mandates that in any process of investigation, prosecution, and the trial process should be sought diversion, and also SEJA RI Number: SE-002 / JA / 1989 states attorney has the opportunity to Diversion in resolving problems do ABH. So SOP Prosecution Diversion rate is considered to be formed.
Regulations need to be established which can be used as reference procedures for Diversion at every level, especially at the level of prosecution. Government should immediately establish appropriate institutions for the implementation of the mandate of the Act SPPA Diversion program. Diversion is necessary to stimulate tighter supervision at every stage of law enforcement to prevent abuse of authority.



Keywords: Diversion at the level of prosecution, Standard Operating Procedure in the prosecution diversion, Children in conflict with the law
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